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Abstrak
 

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai

perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undangundang inilah yang berlaku. Ketentuan

perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1

dinyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan pasal 29 ayat 3 yang menegaskan perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan juga harus didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran

perkawinan untuk dapat disahkan bersamaan dengan perkawinan.

Dalam membahas yang menjadi permasalahan Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survey lapangan dengan wawancara

notaris dan pegawai arsip Pengadilan Negeri.

Dari hasil penelitian dalam masyarakat terhadap warganegara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di

luar wilayah Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus mendaftarkan perkawinan dan perjanjian

perkawinan secara bersamaan di Indonesia. Namun karena yang dicatatkan hanya perkawinannya saja

sehingga perjanjian perkawinannya tidak ikut dicatatkan bersamaan pencatatan perkawinan. Terhadap

pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan belum memiliki pengaturan dalam perundang-

undangan. Untuk itu digunakan jalan keluar dengan meminta izin kepada Pengadilan Negeri berupa

Penetapan Pengadilan Negeri.

......Legislation have been set regarding the marriage covenant. Provisions regarding the aggrement marriage

set forth in the Book of the Civil Code Act, but after the passing of Law set forth in article 29 of Law Civil

Law. In Article 29 paragraph 1 stated that the agreement made with the written form and approved by the

Civil Registrar of Marriage. Beside article 29, paragraph 3 which confirms the marriage agreement effective

from the marriage took place, then the marriage contract should also be registered conducted with the

registration of marriages to be legalized along with marriage.

The author discusses the problems of using a normative juridical approach. Legal materials and data

obtained through library research and field survey by interviewing the notary and civil court records.

From the results of research in Indonesian society of citizens who hold a marriage outside Indonesian

territory after returning to Indonesia must register the marriage and the marriage covenant together in

Indonesia. However, because the only recorded marriage alone, so the marriage agreement did not enter

recorded simultaneously recording marriage. Against registration of a marriage agreement after the marriage
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has not been setup in the legislation. It is used to exit with the permission from the District Court of the

District Court Decision.


